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ABSTRAK

Kezya Yunita / 222011279 M/2015/ Analisis Faktor - Faktor Yang
Menyebabkan Keterlambatan atas Pelaporan Pelaksanaan APBD Pada Biro
Administrasi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor yang menyebabkan
keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan
pelaporan atas pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Variabel adalah sumber daya
manusia dan teknologi informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor
yang menyebabkan keterlambatan atas pelaporan pelaksanaan APBD pada Biro
Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
yaitu sumber daya manusia sebesar 40 % dan teknologi informai sebesar 60 %.

Kata Kunci : Keterlambatan pelaporan, sumber daya manusia, teknologi
informasi

XV



ABSTRACT

Kezya Yunita / 222011279 M/2015/Analysis of the factors that led to the delay in
implementation of budget reports on Administration and Development of the
Regional Secretariat South Sumatera Province/Public Sector Accounting.

The problem of this study was to know the factors that led to the delay in
implementation of budget reports on Administration and Development of the
Regional Secretariat South Sumatera Province. The purpose of this study is to
know the factors that led to the delay in implementation of budget reports on
Administration and Development of the Regional Secretariat South Sumatera
Province. The variables are human resources and information technology. The
data were primary data. The techniques of colletcting data were interviews,
questionnaire and documentations. The technique of analyzing the data was
qualitative. The result showed that the factors that led to the delay in
implementation of budget reports on Administration and Development of the
Regional Secretariat South Sumatera Province were suman resources by 40% and
information technology by 60%

Keywords : Delay of the report, human resources and information technology.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa
Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era
keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang
berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan
keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah menerapkan sistem desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi
otoritas yang dianggap tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas
nasional. Perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi adanya
perubahan penyelenggaraan pemerintah diberbagai aspek terutama dalam
aspek keuangan. Hal ini dilakukan dalama rangka reformasi terhadap sistem
pemerintahan Indonesia yang berlaku selama ini.

Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih
luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-

sumber penerimaan daerah dan menyusun anggaran yang diperlukan. Perlu



adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah agar sumber daya dan
penerimaan pemerintah tersebut dapat dikelola dengan maksimal. Dengan
adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, masing-
masing daerah melakukan penyusunan anggarannya sendiri. Penyusunan
anggaran ini dimaksudkan untuk mengkoordinasi aktivitas belanja sebagai
landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah.
Pemerintah juga harus melakukan pertanggungjawaban atas alokasi dana
yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal
tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran.

Definisi anggaran (budget) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Nomor 01 Tahun 2005, Anggaran merupakan pedoman
tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode..
Sedangkan Penganggaran adalah proses dalam mempersiapkan pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo. 2009:61).

Dalam sektor publik, anggaran yang disusun berupa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus
dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran
dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja
daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Siklus penyusunan anggaran sektor publik terdiri dari 4 (empat) tahap,
yaitu tahap  persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap
implementasi/pelaksanaan anggaran, serta tahap pelaporan dan evaluasi. Pada
tahap pertama anggaran disusun oleh pihak eksekutif dengan melakukan
taksiran pengeluaran atas dasar taksiranpendapatan yang tersedia. Pada tahap
ratifikasi hasil penyusunan anggaran tersebut diajukan ke lembaga legislatif
untuk mendapatkan persetujuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan, kemudian pada tahap implementasi, kegiatan yang telah
dianggarkan dapat dilaksanakan selama 1 (satu) tahun periode.

Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Selama masa
periode anggaran, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dituntut untuk
membuat laporan atas progress anggaran pendapatan dan belanja kegiatan
yang bersumber dari dana APBD baik secara fisik maupun keuangan serta
melaporkannya ke Biro Administrasi dan Pembangunan agar dapat

menghasilkan informasi sebagai satu kesatuan suatu daerah. Realisasi



anggaran dilaporkan dan dibandingkan secara periodik dengan target
anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk
memastikan bahwa dana dikelola secara efektif dan efisien pada pencapaian
sasaran dan sesuai dengan ftujuan serta terciptanya kesinambungan
pelaksanaan  program/kegiatan. Kemudian diadakan evaluasi atas
perbandingan belanja yang dianggarkan dengan realisasi yang ada sebagai
dasar pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting
di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan
informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai
bahan pengambilan keputusan. Pelaporan dilakukan secara berkala dan
berjenjang. Untuk mendapatkan laporan yang baik, diperlukan bentuk format
pelaporan yang memadai. Format laporan harus dapat menampung informasi
yang cukup relevan atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui secara
pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan
pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Kegiatan
evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu : evaluasi
tahap perencanaan, evaluasi tahap pelaksanaan dan evaluasi tahap pasca

pelaksanaan.



Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di
Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (Sepuluh) Biro dan 41
(Empat puluh satu) SKPD. Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu SKPD yang berada
langsung dibawah Gubernur Sumatera Selatan yang bertugas membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan administrasi dan pembangunan daerah.
Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan juga merupakan unit pengguna anggaran, oleh karenanya wajib
membuat laporan realisasi atas belanja yang dananya bersumber dari APBD
Provinsi Sumatera Selatan serta menghimpun laporan tersebut dari SKPD dan
Biro yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta realisasi
anggaran yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi dan
membuat keputusan.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
001/SE/V/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan batas waktu
penyampaian laporan pelaksanaan APBD oleh masing-masing SKPD adalah
setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selalu
mengadakan rapat progres kemajuan fisik dan keuangan APBD Provinsi

Sumatera Selatan setiap bulannya, tujuan rapat tersebut adalah untuk



membahas kendala yang dialami oleh SKPD yang realisasi fisik dan
keuangannya tidak dapat mencapai target yang telah rencanakan.

Selain rapat bulanan yang membahas progres kemajuan fisik dan
keuangan, Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan juga sering mengadakan Bimtek atas penyusunan laporan,
baik secara format pengisian maupun tata cara pengisian, hal ini sering
dilakukan untuk mengingatkan SKPD agar pada saat membuat laporan
bulanan pelaksanaan APBD tidak mengalami kesulitan.

Rapat dan Bimtek biasanya dihadiri oleh perwakilan yang diutus
sebagai petugas pembuat laporan masing-masing SKPD. Walaupun disetiap
rapat dan bimtek SKPD diingatkan untuk melaporkan pelaksanaan APBD
tepat waktu, namun ternyata masih saja banyak SKPD yang terlambat dalam

menyampaikan laporan.



Tabel 1.1

Daftar SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan
Bulan Juli Tahun Anggaran 2014

Tanggal Selisih
No Nama SKPD By Al Tangga[. Jl;-lmla.h
_ _ Penyampaian Al
1 |Sekretariat Korpri 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 | 1 hari
2 |BAPPEDA Prov. Sumsel 10 Agustus 2014 | 18 Agustus 2014 8 hari
3 |Balitbangnovda Prov. Sumsel 10 Agustus 2014 | 15 Agustus 2014 5 hari
4 |Badan Pemberdayaan 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari
Masyarakat dan Pemerintah
5 |Badan Perpustakaan 10 Agustus 2014 | 14 Agustus 2014 | 4 hari
6 |Badan Arsip Daerah 10 Agustus 2014 | 14 Agustus 2014 | 4 hari
7 |Bakorluh PP & K 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari
8 |Badan Pemberdayaan 10 Agustus 2014 | 12 Agustus 2014 2 hari
Perempuan

9 |Dinas Pendidikan 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari
10 [Dinas Kesehatan 10 Agustus 2014 | 15 Agustus 2014 5 hari
11 |Dinas Koperasi, UKM 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 | hari
12 |Dinas Pemuda dan Olahraga 10 Agustus 2014 | 12 Agustus 2014 | 2 hari
13 {Dinas Peternakan 10 Agustus 2014 | 12 Agustus 2014 2 hari
14 |Dinas Kelautan dan Perikanan | 10 Agustus 2014 | 12 Agustus 2014 | 2 hari
15 |DISPERINDAG Prov. Sumsel | 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari
16 |RS Dr. Ernaldi Bahar 10 Agustus 2014 | 12 Agustus 2014 | 2 hari
17 |Komisi Penyiaran Indo. Daerah | 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari
18 |Biro Hukum dan HAM 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari
19 |Biro Umum dan Perlengkapan | 10 Agustus 2014 | 12 Agustus 2014 | 2 hari
20 |Biro Humas dan Protokol 10 Agustus 2014 | 11 Agustus 2014 1 hari




Tabel 1.2

Daftar SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan
Bulan Desember Tahun Anggaran 2014

Tanggal Selisih
No Nama SKPD S Tanggal. Jlll_l]‘l‘llé‘th
Penyampaian arl
1 [Sekretariat Korpri 10 Januari 2015 13 Januari 2015 3 hari
2 |Inspektorat Prov. Sumsel | 10 Januari 2015 16 Januari 2015 6 hari
3 |Badan Perpustakaan 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
4 |Badan Pemberdayaan 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
Perempuan
5 |Dinas Kesehatan 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
6 |Dinas Kebudayaan dan 10 Januari 2015 13 Januari 2015 3 hari
Pariwisata
Dinas Peternakan 10 Januari 2015 13 Januari 2015 3 hari
Dinas Perindustrian & 10 Januari 2015 14 Januari 2015 4 hari
Perdagangan
9 |Biro Pemerintahan 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
10 |Biro Otonomi dan Kerjasama 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
11 |Biro Hukum dan HAM 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
12 |Biro Perekonomian 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
13 |Biro Adm dan Pembangunan 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
14 |Biro Penghubung 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
15 |Biro Organisasi dan Tata Laksay) 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
16 |Biro Umum dan Perlengkapan 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari
17 |Biro Humas dan Protokol 10 Januari 2015 12 Januari 2015 2 hari

Sumber : Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan,

2015

Berdasarkan data diatas, kita dapat melihat bahwa pelaporan dan

evaluasinya masih belum berjalan dengan baik, yaitu sering terjadinya
keterlambatan dalam penyampaian laporan padahal Sekretaris Daerah sudah
memberikan teguran tertulis dan himbauan kepada SKPD yang terlambat
menyampaikan laporan pelaksanaan APBD dan tidak menghadiri rapat

progres kemajuan fisik dan keuangan.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
membahasnya dalam bentuk laporan penelitian yang diberi judul “Analisis
Faktor-faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan atas Pelaksanaan

APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan”,

. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian secara spesifik,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor yang
menyebabkan keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD pada Biro
Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan
pelaporan atas pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis
Penulis dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh, khususnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan
keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran
kepada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan serta informasi bagi pihak berkepentingan tentang
faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan atas
pelaksanaan APBD diLingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater
Penulis berhadap dapat memberikan sumbangan karya ilmiah mengenai
Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan atas
Pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan bagi almamater dan sebagai bahan

masukan bagi penelitian sebelumnya.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang memuat tentang faktor penyebab
keterlambatan pelaporan dilakukan oleh Septiana Puji Lestari (2010) dengan
judul Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan
atas Pelaksanaan APBD pada SKPD BAPPEDA Kabupaten Musi Banyasin.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD pada SKPD BAPPEDA
Kabupaten Musi Banyuasin.

Variabel penelitian yaitu 1) Sumber Daya Manusia 2) Teknologi
Informasi. Penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan
dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan
metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan
bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian
laporan ke SKPD Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sumber Daya
Manusia dan Teknologi Informasi.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan
penulis lakukan yaitu pada variabel yang diteliti mengenai faktor-faktor
yang menyebabkan keterlambatan pelaporan perlaksanaan APBD.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya

11
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dilakukan di SKPD BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan
penulis pada Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian sebelumnya yang memuat tentang faktor penyebab
Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap
Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia dan
teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan
keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian
intern akuntansi.

Variabel penelitian yaitu 1) Sumber Daya Manusia 2) Teknologi
Informasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data
dikumpulkan dengan metode wawancara dan analisis dokumen. Analisis
dilakukan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan
bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif
terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah
daerah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan
penulis lakukan yaitu pada variabel yang diteliti mengenai faktor-faktor
yang menyebabkan keterlambatan pelaporan. Perbedaannya terletak pada

objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Daerah
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Subosukawonosraten, sedangkan penulis pada Biro Administrasi dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Landasan Teori
1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
a. Pengertian APBD

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang
memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-
macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2003 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah (Perda) (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang
Keuangan Negara.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus
dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran
daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan
dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak

dicatat dalam APBD.
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APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua
Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan  Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.
Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi
target yang ditetapkan dalam APBD.

Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang
membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan
sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD
menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN
yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang
bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan
keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu
tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau
output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk
setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi

jumlah anggaran yang telah ditetapkan.
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Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi
belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah
ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap
pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran

untuk membiayai pengeluaran tersebut.

b. Dasar Hukum APBD
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan
tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah juga PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2. Siklus Anggaran Sektor Publik
(Mardiasmo, 2009:70) Siklus anggaran sektor publik terdiri dari 4

(empat) tahap, yaitu :
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a. Tahap persiapan anggaran.

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran
pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait
dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum
menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu
diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu,
harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran
pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan
keputusan tentang angggaran pengeluaran.

b. Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik
yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak
hanya memiliki manajerial skill, namun juga harus mempunyai
political skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai.
Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat
penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini
pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab

dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-

pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif.
c. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran.
Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya
adalah pelaksanaan anggaran dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal

terpenting yg harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik



17

adalah dimilikinya system (informasi) akuntansi dan sisitem
pengendalian manajemen.
d. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan
aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan
sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik,
maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan

menemukan banyak masalah.

3. Pelaporan dan Evaluasi
a. Pelaporan

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan, pelaporan merupakan salah satu kegiatan
yang sangat penting didalam proses pembangunan. Kegiatan ini
dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat,tepat dan akurat
kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan
sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang
relevan.

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala
dimaksud adalah setiap bulan, triwulan, semester atau tahun.
Sedangkan berjenjang adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam

suatu organisasi sampai pada pimpinan organisasi. Berjenjang
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dimaksud dari satu tingkat pemerintahan kepada pemerintahan yang
lebih tinggi. Untuk mendapat hasil yang maksimal, format laporan
harus memadai. Format laporan harus dapat menampung informasi
yang cukup relevan atau untuk merumuskan perencanaan periode
berikutnya.

Laporan bulanan harus disampaikan kepada Gubernur
Sumatera Selatan melalui Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya.

. Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R1 No. 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat
mengetahui secara pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan
dapat sdinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana
pembangunan dimasa yang akan datang.

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan
yang berbeda, yaitu evaluasi tahap perencanaan, evaluasi tahap
pelaksanaan dan evaluasi tahap pasca pelaksanaan.

1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante)
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Yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana
pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala
prioritas dari berbagia alternatif dan kemungkinan cara mencapai
tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on going)
Yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana
pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuanpelaksanaan
rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.

3) Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post)
Yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencan
berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian
program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin
dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai -efisiensi
(keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan), efektivitas
(hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak

terhadap kebutuhan) dari suatu program.

4. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan
a. Sumber Daya Manusia
Mulyadi (2009 : 130) Sumber daya manusia memiliki
potensi untuk dijadikan sebagai unggulan dalam persaingan.

Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan



20

faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan
kegagalan suatau organisasi. Hanya sumber daya manusialah yang
memiliki kemampuan untuk belajar, bertumbuh, suatu kemampuan
yang tidak dimiliki oleh sumber daya lain. Sedangkan Sedarmayanti
(2007:286) sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber
dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula
disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power) yang melekat pada
manusia itu sendiri dalam arti dapat ditunjukan dalam hal tenaga,
daya, kemampuan, kekuatan, keberadaan, peranan, wewenang dan
tanggung jawab memiliki kemampuan (competency) yaitu
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude).

Alimbudiono (2004 : 75), untuk menilai kinerja dan kualitas
sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk
akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi
sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi
jabatan. Deskripsi Jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan
tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas,
sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugas- tugasnya
dengan baik. sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang
pendidikan, kompetensi keahlian, pelatihan dan pengembangan serta
pengalaman yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang

vagn memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan
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kemampuan  (ability) untuk melakukan suatu  pekerjaan
(Havesi, 2005 : 71). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah
karakteristik yang mendnasari seseorang mencapai kinerja yang
tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai
pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat — sendat dan juga
mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Kualitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis,
melainkan harus ditempatkan di dalam suatu konteks dinamis
dengan kondisi — kondisi kerangka yang berubah. Pengembangan
sumber daya manusia khususnya kualitas pegawai merupakan upaya
terencana meningkatkan kualitas individu dan organisasi yang dapat
secara aktif menunjang perbaikan situasi dan kondisi di masa yang
akan datang.

Pendapat — pendapat tersebut ~memberikan gambaran
tentang pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah organisasi
dan tentunya yang lebih dibutuhkan bagi organisasi adalah sumber
daya manusia yang berkualitas baik. Karena semakin tinggi kualitas
manusia yang dimiliki suatu organisasi akan semakin memberikan
kekuatan guna mencapai tujuan organisasi.

1) Pendidikan
Pendidikan bagi karyawan sangat perlu untuk
diperhatikan dalam kehidupan suatu organisasi. Agar prinsip

The right man on the right place dapat diterpkan.
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Pada umumnya para pegawai sangat mengharapkan
agar mereka ditempatkan sesuai dengan jenis dan tingkat
pendidikan yang diikuti dan dikuasai. Siagian (2004 : 65)
menyatakan bahwa ini merupakan prinsip yang sangat mendasar
dalam manajemen sumber daya manusia. Apabila tidak
diterapkan akan berakibat pada rendahnya produktivitas dan
mutu kerja, tingkat kemungkiran yang cukup tinggi, keinginan
yang besar dibarengi oleh kepuasan kerja yang rendah. Adanya
ketepatan dalam penempatan tersebut diharapkan dapat
menghasilkan kinerja pegawai yang baik dan memuaskan.

Siagian (2004 : 45) pendidikan dapat bersifat formal,
akan tetapi dapat pula bersifat non formal. Pendidikan yang
bersifat formal ditempuh melalui tingkat — tingkat pendidikan,
mulai dari taman kanak — kanak hingga perguruan tinggi, bagi
sebagian orang, pendidikan di lembaga pendidikan tinggi terjadi
di ruang kelas dengan program yang pada umumnya
“structured”. Dipihak lain, pendidikan yang sifatnya non formal
bisa terjadi dimana saja karena sifatnya “unstructured”.
Pengalaman

Siagian (2004 : 15), yang dimaksud pengalaman adalah
keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa
— peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya.

Pengalam dapat diperolah secara langsung dan tidak langsung.
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Mengenai ini Siagian (2004 : 16) mengemukakan bahwa
pengalaman langsung adalah apabila seseorang telah bekerja
pada satu organisasi di masa lalu oleh karena meninggalkan
organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan
pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan
diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang
bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari pada organisasi
dimana peristiwa yang diamati dan diikuti itu terjadi.
Pengalaman merupakan kemampuan setiap orang untuk
beradaptasi terhadap perbedaan dan perubahan lingkungan baik
eksternal maupun internal.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi
salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki
kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja dalam
suatu bidang di organisasi, maka semakin berpengalaman
pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi
tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai
tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah,
SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah
memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi
atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan

dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi
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atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan
keuangan daerah.
Pengetahuan

Pengetahuan merupakan proses dan usaha manusia
untuk tahu akan sesuatu yang dapat diperoleh dengan cara
mempelajari sesuatu. Pengetahuan merupakan khasanah mental
yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya
kehidupan kita atau sumber jawaban berbagai pertanyaan yang
muncul dalam kehidupan.

Dalam organisasi berkaitan dengan usaha pencapaian
tujuan organisasi, pengetahuan merupakan sesuatu yang penting
dalam pelaksanaan pekerjaan karena dengan pengetahuan dapat
membuat setiap orang mengetahui dan memahami keadaan
lingkungan sekitarnya, demikian pula bagi aparat pemerintah
yang tugasnya selalu dihadapkan pada berbagai kompleksitas
permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Untuk itu diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang hal —
hal tersebut, seperti yang dikemukakan Siagian (2004 : 28),
yaitu :

a) Raison d’etre serta tujuan organisasi dimana seseorang
menjadi anggota
b) Filsafat yang dianut oleh organisasi dalam rangka

pencapaian tujuannya.
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Jenis barang atau jasa apa yang harus dihasilkan oleh
organisasi.

Chentele groups yang harus dilayani oleh organisasi.

Ilmu dan bidang spesialisasi apayang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada seseorang.
Teknologi yang sudah, sedang dan akan dipergunakan
dalam menjalankan roda organisasi.

Misi apa yang harus diemban oleh organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan.

Makna dan hakekat tugas dan fungsi yang harus
dilaksanakan.

Jenis kegiatan operasional yang harus diselenggarakan.
Sarana mekanis apa yang terdapat dan atau diperlukan oleh

organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Keterampilan

Keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan

dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang

pada waktu yang tepat. keterampilan adalah kecakapan atau

kecekatan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan, sifatnya

lebih mengarah pada kecakapan teknis.

Siagian (2004:12) mengatakan bahwa keterampilan

adalah kemampuan kerja manusia dalam melaksanakan berbagai
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macam kegiatan atau kemampuan teknis untuk melakukan
sesuatu  kegiatan tertentu yang dapat dipelajari dan
dikembangkan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan seseorang
untuk menyelesaikan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan

dengan cepat, tepat dan mudah.

b. Teknologi Informasi

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi
informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan
yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu
yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan
data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan
lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan.
Peningkatan nilai informasi tersebut seperti berikut: Informasi yang
memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disajikan dalam waktu
yang cepat dan tepat. Untuk pemrosesan data manual biasanya
berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk
pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar.
Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian
rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan
biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain,

kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis
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sebuat informasi dapat diperoleh secara maksimal (Wahana
Komputer, 2008).

(Martin, Hoffer dan Perkins, 2005 : 10) Definisi teknologi
informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari
perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan
informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran
informasi. Teknologi informasi digunakan sebagai penyaluran
informasi sedangkan informasi tersebut diolah dan disimpan di
komputer. Teknologi informasi terdiri dari 2 (dua) bagian utama
yaitu Teknologi dan Perlengkapan Komputer dan Perlengkapan
Komputer.

1) Teknologi dan Perlengkapan Komputer

Teknologi komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi
untuk menerima data, menyimpan data dan mengolah data
menjadi informasi, serta mencetak atau membuat dan
mengkomunikasikan informasi tersebut. Komponen teknologi
informasi merupakan sub sistem yang terbentuk sehubungan
dengan penggunaan teknologi informasi. Seesar (2010: 6)
teknologi informasi terdiri dari 2 (dua) komponen utama yang
terdiri dari :

a) Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat Hardware terdiri atas 3 jenis, yaitu:

(1) Perangkat masukan (Input device)
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Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data,
baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam
komputer. Contoh perangkat input misalnya keyboard,
mouse, light-pen, scanner, dan sebagainya.

(2) Perangkat keluaran (Output device)
perangkat keluaran dipergunakan untuk menampung
dan menghasilkan data yang dikeluarkan, misalnya
monitor dan printer.

(3) Perangkat pengolah data (Processor)
Perangkat pengolah data dipergunakan untuk mengolah
data.Pengolah data meliputi unit pengolah pusat
(CPU/Central Processing Unit) dan juga mikroprosesor.

b) Perangkat Lunak (Sofiware)
Perangkat Lunak merupakan program yang dibuat untuk
keperluan khusus yang tersusun atas program yang

menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer.

2) Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan suatu komponen yang
terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja
yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan

informasi untuk mencapai suatu tujuan (Agus, 2009:29).
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Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan
bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses
pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, Pemerintah berkewajiban untuk
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan
daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada
pelayanan  publik. Pemerintah perlu  mengoptimalisasi
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun
jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan
menyederhanakan akses antar unit kerja.

Informasi yang tepat waktu mempengaruhi
kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau
permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan
tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan
nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Sistem informasi yang menggunakan teknologi
dengan cara dan alat manual dan mekanik disebut sistem
informasi manual, sedangkan sistem informasi yang didominasi
oleh Sistem informasi elektronik yang menggunakan komputer

disebut sistem informasi berbasis komputer.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi (Sugiyono, 2009:53-55) :

1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variable
mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih.

2. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat
membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua
variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan alasan bahwa penelitian yang
dilakukan penulis bersifat menjelaskan tanpa membuat perbandingan antar
variabel. Jenis penelitian deskriptif juga dapat menggambarkan situasi
yang berkaitan dengan masalah yang ada dengan cara mengkumpulkan,
mengklasifikasi, membandingkan dan menganalisa data — data yang

diperoleh.

30
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B.Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan
Kapten A. Rivai No. 03 Palembang Telp. (0711) 352951, Faks. (0711)

352951.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IIL.1
Variabel, Definisi Variabel dan Indikator
Variabel Definisi Indikator
Faktor — Faktor | Yaitu faktor-faktor yang a. Sumber Daya Manusia
Penyebab menyebabkan - Pendidikan
Keterlambatan | terlambatnya - Pengalaman Kerja
Pelaporan penyampaian laporan - Pengetahuan
pelaksanaan APBD ke - Keterampilan
Biro Administrasi b. Teknologi Informasi
Sekretariat Daerah - Teknologi dan
Provinsi Sumatera Perlengkapan
Selatan. Komputer
- Sistem Informasi

Sumber : Penulis, 2015

D. Populasi dan Sampel
Sugiyono (2008:115), pengertian populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi
bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari,
tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek
atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat
Penatausahaan Keuangan atau staf bagian Keuangan SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sugiyono (2009:116-123) Metode Pengambilan sample adalah
sebagai berikut :

1. Metode pemilihan sampel probabilitas (Probability sampling)
a) Simple random sampling
b) Proportionate stratified random sampling
¢) Disproportionate stratified random sampling
d) Cluster sampling
2. Metode pemilihan sampel nonprobabilitas (Non probability
sampling)
a) Sampling sistematis
b) Purposive sampling
¢) Sampling kuota
d) Snowball sampling
e) Accidental sampling

f) Sampling jenuh



V%)
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Metode pengambilan sample yang digunakan oleh penulis
adalah non probability sampling. Sugiyono (2009:120) Non Probability
Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi
untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive
sampling. Pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang
menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel adaiah 3 (Tiga) orang
Pejabat Penatausahaan Keuangan atau staf bagian Keuangan SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang digunakan

Nur & Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya

dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer
Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang

lain)



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pejabat
Penatausahaan Keuangan atau Staf Keuangan SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan data sekunder
diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan dan rekapitulasi
penyampaian laporan fisik dan keuangan dari Biro Administrasi dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

F.Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan

data dapat dilakukan sebagai berikut:

1

Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.
Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada
responden untuk menjawabnya.

Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatanyang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diteliti.
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4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan atau Staf Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, Kuesioner dengan cara memberi pertanyaan secara
tertulis kepada pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Dokumentasi dengan menganalisis dokumen yang

berkaitan dengan judul penelitian.

G. Metode Analisis dan Teknis Analisis
1. Metode Analisis Data
Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat
dikelompokkan menjadi dua metode:
a) Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan
menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk

kata, kalimat, skema dan gambar.
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b) Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan
menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang

diangkakan.

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif, dimana sebagian bahan pendukung data
disajikan dalam bentuk tabel tanda terima laporan dari SKPD untuk

melihat tanggal penyampaian laporan.

. Teknik Analisis

Teknik Anlisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan langkah-

langkah sebagai berikut :

a) Melakukan Tabulasi atas hasil jawaban kuesioner mengenai
faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan
penyampaian laporan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera
Selatan.

b) Melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang menyebabkan
keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan APBD Provinsi
Sumatera Selatan.

¢) Membuat Kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan yang di pimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan.
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pembantu
pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertugas
membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana
serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat
Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh 4 (empat) Asisten, dimana masing
— masing Asisten terdiri dari 3 (tiga) biro.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketigas atas Peraturan Gubernur Nomor 58

Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi

37
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Sumatera Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Selatan dijelaskan bahwa Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas —
tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian
perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
di bidang pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro
Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang urusan pembinaan Administrasi Pembangunan
Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang urusan pembinaan  Administrasi  Pembangunan
Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah
dibidang urusan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



2. Visi dan Misi Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Visi dan Misi Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Visi

Institusi Yang Berkualitas Dalam Perumusan dan Pengkoordinasian

Kebijakan Administrasi Pemerintahan Dan Pembangunan

b. Misi

1))

2)

3)

4

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang
pemerintahan dan pembangunan.

Meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan umum
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan .
Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan umum penyelelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Struktur Organisasi Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur
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Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan

antara yang satu dengan yang lain. Berikut adalah susunan Struktur

Organisasi Sekretariat Daerah dan Biro Administrasi dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

GAMBAR V.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
STAF AHLI
SEKRETARIAT DAERAH
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG ASISTEN ASISTEN ASISTEN ASISTEN
L1 HUKUM DAN PEMERINTAHAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN ADM DAN
POLITIK KEUANGAN DAN RAKYAT UMUM
PEMBANGUNAN
BIDANG — — —
| PEMERINIAHAN BIRO BIRO BIRO BIRO
| | PEMERINTA- PEREKONO- KESEJAHTE- ORGANISASI
HAN B MIAN RAAN ] DAN TATA
RAKYAT LAKSANA
BIDANG
| PEMBANGUNAN
BIRO BIRO ADM BIRO BIRO UMUM
OTONOMI DAN PEMBERDA- DAN
| DANKERJA | PEMBANGU- YAAN ™~ PERLENGKA-
SAMA NAN PEREMPUAN PAN
BIDANG
KEMASYARA-
— KATAN DAN
SDM BIRO HUKUM BIRO BIRO BIRO HUMAS
| | DANHAK | | KEUANGAN PENGHUBUNG L DAN
ASASI DAN ASET PROTOKOL
MANUSIA DAERAH
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GAMBAR V.2
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BIRO
ADMINISTRASI DAN
PEMBANGUNAN
KABAG KABAG KABAG KABAG LAYANAN
EVALUASI, PEMBINAAN ADM PEMBINAAN ADM PENGADAAN
PELAPORAN DAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BARANG/JASA
PROGRAM DESENTRALISASI DEKONSENTRASI PEMERINTAH
1 1] ] ]
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
|| EVALUASI _J PEMBINAAN PEMBINAAN UMUM DAN
DAN ADM — ADM —  PELAYANAN
PELAPORAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DESENTRALISAST DESENNTRALISA
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
| | TATA USAHA | | PEMBINAAN | PRMBINAAN || DATA,
ADM ADM INFORMASI
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBANTUAN TUGAS PENGADUAN
KAB/KOTA PEMBANTUAN
KASUBBAG
| | PROGRAM
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4. Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
a. Tugas Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan

1) Memberikan pelayanan administratif dalam penyenggaraan tugas-
tugas pemerintahan daerah.

2) Menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang
pembinaan  Administrasi ~ Pembangunan  Desentralisasi,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

b. Fungsi Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan

1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
perangkat daerah di bidang urusan pembinaan Administrasi
Pembangunan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

2) Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah
di bidang wurusan pembinaan Administrasi Pembangunan
Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

3) Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah

dibidang urusan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
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4) pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Tanggung jawab Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
membawahi 4 (Empat) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bagian
membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian untuk membantu
melaksanakan tanggungjawabnya. Berikut adalah fungsi dan
tanggungjawab masing — masing bagian :
1) Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program mempunyai tugas
mengumpulkan  bahan penyusunan evaluasi administrasi
pembangunan dan menyiapkan laporan serta program secara
periodik.
a) Fungsi Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program
- Pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan di
Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan antar daerah,

pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
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Penelaahan  pelaksanaan  laporan  Administrasi
Pembangunan di Provinsi dan kabupaten/Kota serta
melakukan pembinaan tertib administrasi penyampaian
laporan;

penyiapan bahan laporan hasil pembangunan daerah
yang dibiayai oleh APBD dan APBN, perbaikan secara
priodik dan setiap saat apabila diperlukan Gubernur;
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b) Tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Mengumpulkan bahan evaluasi dan memantau hasil
pelaksanaan program pembangunan dan bantuan yang
dikelola oleh pemerintah Provinsi serta pelaporan
pelaksanaan;

Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan Desentralisasi, Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;

Menyusun dan membuat rekapitulasi laporan pembangunan
secara priodik unfuk disampaikan kepada Gubernur dan
Instansi yang berkepentingan;

Menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sistem

pelaporan Administrasi Pembangunan; dan
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- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

¢) Tugas Subbagian Tata Usaha

- Melakukan urusan keuangan;

- Melaksanakan urusan kepegawaian;

- Merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;

- Melaksanakan wurusan rumah tangga, pemeliharaan,
perlengkapan dan administrasi surat menyurat serta
pendistribusian dan pengadaan;

- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

d) Tugas Subbagian Program

]

Menghimpun seluruh kegiatan program pada bagian-bagian

Biro Administrasi Pembangunan;

Membuat perencanaan dan menyusun program-program

kegiatan di bidang Administrasi Pembangunan;

Menyusun dan membuat rekapitulasi laporan kegiatan pada

Biro Administrasi Pembangunan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
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2) Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi

Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi

mempunyai tugas menghimpun dan melakukan tugas pembinaan

pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan dan

bantuan pembangunan yang pengelolaannya dibiayai dari dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a)

Fungsi Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

Desentralisasi

Pengkoordinasian dengan satuan Kkerja perangkat
daerah/instansi terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan
pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi;
Pengumpulan bahan dan data dalam rangka pembinaan
dan pengendalian administrasi pembangunan
desentralisasi;

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembangunan desentralisasi provisi dan tugas
pembantuan kabupaten/kota; dan

Pelaksanaan tfugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Tugas Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

Desentralisasi

Mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan
program pembangunan dan bantuan pembangunan
desentralisasi;

Mengumpulkan dan mengolah data administrasi
pembangunan desentralisasi;

Mengkoordinasikan dan  mengikuti  perkembangan
pelaksanaan pembangunan desentralisasi;

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembangunan tugas pembantuan
kabupaten/kota; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

Pembantuan Kabupaten / Kota

Mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan
program pembangunan Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota;

Mengumpul dan mengolah data pembangunan Tugas

Pembantuan Kabupaten/Kota;
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Mengkoordinasikan dan  mengikuti  perkembangan
pelaksanaan pembangunan Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota;

Melaksanakan pembinaan. Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembangunan Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3) Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi

Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi

mempunyai tugas menghimpun bahan pembinaan, pengendalian,

evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bantuan pembangunan

yang pengelolaannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN).

a) Fungsi Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi

Pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan program
pembangunan Dekonsentrasi;

Pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan
pelaksanaan pembangunan tugas pembantuan

Kabupaten/Kota;



b)

49

Pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan
bersama, kantor daerah, dan kantor pusat; dan

Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

Dekonsentrasi

Mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan
program pembangunan dekonsentrasi;

Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan
dekonsentrasi;

Mengkoordinasikan dan  mengikuti  perkembangan
pelaksanaan pembangunan dekonsentrasi;
Mengkoordinasikan pembinaan administrasi
pembangunan dibidang jasa konstruksi;

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembangunan dekonsentrasi, kantor daerah, dan
kantor pusat; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Tugas Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan

Tugas Pembantuan

Melaksanakan pembinaan Administrasi Pembangunan dan
Tugas Pembantuan bagi  Kabupaten/Kota yang
pengelolaannya menggunakan dana APBN;
Mengumpulkan bahan pembinaan dan pelaksanaan
program pembangunan Tugas Pembantuan bagi
Kabupaten/Kota;

Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan Tugas
Pembantuan bagi Kabupaten/Kota;

Mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan
pelaksanaan pembangunan tugas pembantuan bagi
Kabupaten/Kota;

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembangunan tugas pembantuan, urusan
bersama; dan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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4) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
menghimpun dan melakukan persiapan, pengendalian, evaluasi
bahan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa yang
dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

a) Fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengkoordinasian  proses  pelaksanaan  pengadaan

barang/jasa Satuan Perangkat Kerja Daerah;

- Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

- Pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia
dan membuat Kelompok Kerja Pengadaan Barang/jasa;

- Penerimaan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh
kelompok kerja; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Tugas Subbagian Umum dan Pelayanan

Merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan
layanan pengadaan barang/jasa;

Melaksanakan pemilahan dan pendistribusian kegiatan
kepada seluruh kelompok kerja;

Melaksanakan urusan perlengkapan, mendistribusikan
surat menyurat, dan wurusan administrasi pengadaan
barang/jasa;

Melaksanakan pembagian Kelompok Kerja Pengadaan
Barang/Jasa;

Menyusun  Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengadaan barang/jasa dan pengawasan pelaksanaan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Data, Informasi dan Pengaduan

Menghimpun seluruh data pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa;

Memfasilitasi pembaharuan sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa yang telah habis masa berlakunya;
Mengumpulkan bahan pengaduan, mengevaluasi dan

menyampaikan kepada kelompok kerja;
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- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan
barang/jasa; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 dan guna tertib administrasi
pembangunan serta mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang
terjangkau dan berkualitas, maka diterbitkan Surat Edaran Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 001/SE/V/2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014. Melalui Surat Edaran ini
diharapkan Pengguna Anggaran Negara/Daerah agar melaksanakan
program/kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan senantiasa
memperhatian asas efektivitas, efisien, akuntabilitas serta tepat sasaran
baik waktu maupun pembiayaan.

Salah satu poin dalam Surat Edaran tersebut mengatur tentang
jenis laporan yang kegiatannya bersumber dari APBD dan APBN beserta
jadwal penyampaiannya. Laporan pelaksanaan APBD dan APBN
dituangkan dalam Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan

Belanja Langsung APBD/APBN dengan ketentuan sebagai berikut :
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a) Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disampaikan
kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b) Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan tersebut
dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan
berikutnya.

¢) Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan tersebut harus
sesuai dengan formulir Realisasi Fisik dan Keuangan yang terlampir

pada edaran ini.

Keterlambatan Penyampaian Laporan Perkembangan Realisasi
Fisik dan Keuangan tersebut akan diberikan surat teguran secara tertulis
oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan hanya
bertugas sebagai penghimpun laporan dan menyampaikan laporan dari
SKPD tersebut ke Gubernur Sumatera Selatan. Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak
mempunyai hak untuk mengintervensi atas keterlambatan penyampaian
laporan perkembangan realisasi fisik dan keuangan karena masing —
masing SKPD memiliki masalah yang hanya diketahui oleh SKPD

tersebut.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Evaluasi, Pelaporan
dan Program Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang berupa tabel Rekapitulasi Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2014 masih sering terjadi keterlambatan dalam hal penyampaian laporan.
Untuk awal tahun 2014 yaitu bulan Januari 2014 terdapat 17 SKPD yang
terlambat dengan rata — rata keterlambatan berkisar 3 - 19 hari. Untuk
bulan Februari dan Maret mengalami penurunan keterlambatan yaitu 5 dan
6 SKPD.

Untuk Laporan bulan Juli 2014 mengalami peningkatan
keterlambatan yaitu 20 SKPD yang terlambat menyampaikan laporan.
Rata — rata keterlambatan berkisar 1 — 2 hari setelah batas akhir
penyampaian laporan. Laporan bulan Agustus hanya terdapat 9 SKPD
yang terlambat menyampaikan laporan dan pada bulan September kembali
menurun yaitu hanya 3 SKPD yang terlambat. Namun pada bulan — bulan
selanjutnya kembali terjadi keterlambatan yang cukup meningkat, yaitu
pada bulan Oktober dan Desember tahun 2014 yaitu 15 dan 18 SKPD
dengan rata — rata keterlambatan berkisar 2 — 4 hari.

Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Penulis lakukan, hampir
seluruh SKPD pernah terlambat menyampaikan laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan APBD Tahun 2014. Hal inilah yang menjadi bahan
pertimbangan bagi penulis untuk menyebarkan kuesioner ke beberapa

SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk
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mengetahui kendala apa yang dialami SKPD sehingga menyebabkan
SKPD sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan.dan
melakukan wawancara  kepada Pejabat di Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak

penghimpun laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD.

6. Gambaran Karakteristik Responden
Karakteristik Responden dalam Penelitian Ini adalah Pejabat

Penatausahaan Keuangan atau staf bagian Keuangan SKPD dilingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
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Gambaran Karakteristik Responden
Daftar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
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No.

Nama SKPD

Jumlah
Kuesioner

Kuesioner
yang tidak
kembali

Kuesioner
yang diolah

Biro Otonomi dan Kerja Sama

3

1

2

Biro Hukum dan HAM

[

[\

Biro Adm dan Pembangunan

Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemberdayaan Perempuan

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Umum dan Perlengkapan

Sekretariat DPRD Prov. Sumsel

Sekretariat Korpri Prov. Sumsel

BAPPEDA Prov. Sumsel

Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

Badan Kesbangpollinmas Prov. Sumsel

Balitbangdanovda Prov. Sumsel

Bandiklat Prov. Sumsel

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel

Badan Perpustakaan Prov. Sumsel

BPBD Prov. Sumsel

Badan Arsip Daerah Prov. Sumsel

BPKAD Prov. Sumsel

Bakorluh Prov. Sumsel

Dinas Pendidikan Prov. Sumsel

Dinas Kesehatan Prov. Sumsel

Dishubkominfo Prov. Sumsel

Disnakertrans Prov. Sumsel

Disbudpar Prov. Sumsel

Dispora Prov. Sumsel

Dispenda Prov. Sumsel

Dinas Perkebunan Prov. Sumsel

Dinas Peternakan Prov. Sumsel

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel

Disperindag Prov. Sumsel

RS. Ernaldi Bahar Prov. Sumsel
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Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
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Kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti ke masing — masing
SKPD sebanyak 3 (tiga) rangkap kuesioner sehingga jumlah kuesioner
yang dibagikan sebayak 96 (sembilan puluh enam) kuesioner. Selama
proses pengumpulan kuesioner, terdapat 26 (dua puluh enam) kuesioner
tidak mendapat respon karena responden tidak bersedia mengisi
kuesioner, sehingga kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak
70 (tujuh puluh) kuesioner.

Kuesioner yang harus diisi oleh responden sebanyak 21 (dua
puluh satu) pertanyaan yang terdiri dari informasi umum responden,
sumber daya manusia dan teknologi informasi. Tujuan diberikannya
pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui faktor — faktor yang
menyebabkan keterlambatan atas pelaporan pelaksanan APBD pada Biro

Administrasi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.
Tabel IV.2
Rekapitulasi Hasil Kuesioner
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak | Jawaban

1 |Apakah kompetensi pendidikan Saudara 20 16 34 70
berhubungan dengan penyusunan laporan
pelaksanaan APBD?

2 |Apakah masa kerja Saudara telah 60 10 0 70
memberi Saudara pengalaman dalam
penyusunan laporan pelaksanaan APBD?

3 |Apakah pada saat Saudara Saudara| 31 21 18 70
kuliah pernah mendapatkan materi kuliah
mengenai APBD?
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Apakah Saudara memahami Peraturan
yang berhubungan dengan Penyusunan
Pelaporan APBD termasuk Laporan
Perkembangan Realisasi Fisik dan
Keuangan?

28

41

70

Apakah Saudara pernah mengikuti
seminar mengenai penyusunan laporan
APBD?

60

70

Apakah Saudara pernah mengikuti
pelatihan dalam penyusunan laporan
APBD? Khususnya Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan APBD?

53

11

70

Apakah Saudara mampu menggunakan
komputer dengan program Ms. Excel?

39

14

17

70

Apakah Saudara memahami cara
pengisian format Laporan Realsiasi Fisik
dan Keuangan APBD?

40

19

11

70

Apakah SKPD Saudara menyediakan
komputer dalam jumlah yang cukup?

61

70

10

Apakah SKPD Saudara  memiliki
komputer dengan kualitas baik dan
prima?

45

25

70

11

Apakah Komputer yang Saudara gunakan
memiliki back up data?

23

47

70

12

Apakah komputer yang Saudara gunakan
dapat diakses oleh semua pegawai?

15

51

70

13

Apakah Saudara mengalami kesulitan
mendapatkan data yang diperlukan dalam

menyusun laporan fiskk dan keuangan
APBD

11

57

70

14

Apakah menurut Saudara, waktu yang
diberikan Biro Adm dan Pembangunan
cukup untuk menyusun laporan fisk dan

keuangan APBD?

10

50

10

70
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15 |Menurut Saudara, apakah sistem aplikasi 3 56 11 70
yang digunakan sekarang (Menginput
data dengan menggunakan Ms. Excel
pada format yang ditentukan) dirasa
efektif  dalam  penyusunan  dan
penyampaian laporan fisik dan keuangan
APBD?

16 |Menurut Saudara, apakah diperlukan| 64 6 0 70
suatu sistem aplikasi khusus yang
terhubung secara online dalam menyusun
dan menyampaikan laporan fisik dan
keuangan APBD?

TOTAL 554 299 267 1120

Sumber : Hasil pengolahan data, 2015

B. PEMBAHASAN
1. Pembahasan tentang Sumber Daya Manusia

a) Pembahasan Tentang Latar Belakang Pendidikan

Tabel IV.3
Rekapitulasi Latar Belakang Pendidikan
No. Pertanyaan Jawaban Total
SMA |D3/D4| SI S2 S3 | Jawaban
1 |Latar Belakang Pendidikan L7 2 28 23 0 70
Responden

TOTAL 17 2 28 23 0 70

PERSENTASE 24% | 3% | 40% | 33% | 0% | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.3 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, 17 (tujuh belas) orang memiliki latar belakang
pendidikan SMA, 2 (dua) orang berlatar belakang pendidikan D3/D4,

28 (dua puluh delapan) orang berlatar belakang Strata 1 (S1), 23 (dua
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puluh tiga) orang berlatar belakang pendidikan Strata 2 (S2) dan tidak

ada responden yang berlatar belakang pendidikan Strata 3 (S3).

Tabel IV .4
Rekapitulasi Latar Belakang Pendidikan
No. Pertanyaan Jawaban Total
Akun- |Kompu{Mana-| Hu- | Lain - | Jawaban
tansi | ter |jemen| kum | lain
1 |Jurusan Pendidikan 19 2 1 4 i 70
Responden
TOTAL 19 2 1 4 i 70
PERSENTASE 27% | 3% | 1% | 6% | 63% | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, hanya 27% responden bagian keuangan yang
memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan akuntansi dan 3%
responden dengan jurusan komputer. Sisanya, 70% responden bagian
keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan
akuntansi dan komputer, dengan rincian 1% responden jurusan
manajemen, 6% responden jurusan hukum dan 63% respoonden
dengan jurusan lain-lain.

Berdasar data latar belakang pendidikan responden, terdapat
fakta bahwa jumlah pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi
masih kurang, padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat
dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pendidikan di bidang ilmu
akuntansi. sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi akan menemui hambatan dalam penyusunan
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laporan pelaksanaan APBD sehingga menyebabkan keterlambatan
dalam penyampaian laporan. Hal ini membuktikan bahwa latar
belakang pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD pada Biro

Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.
Tabel IV.5
Rekapitulasi Latar Belakang Kompetensi
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban
1 [Apakah kompetensi pendidikan Saudara 20 16 34 70
berhubungan dengan penyusunan laporan
pelaksanaan APBD?
TOTAL 20 16 34 70
PERSENTASE 29% 23% 49% | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, 29% responden memiliki kompetensi pendidikan
yang berhubungan dengan penyusunan laporan pelaksanaan APBD.
23% menjawab ragu — ragu karena kompetensi pendidikan mereka
hanya sedikit membahas mengenai penyusunan pelaporan pelaksanaan
APBD. Sebanyak 49% menjawab tidak memiliki kompetensi
pendidikan yang berhubungan dengan penyusunan laporan
pelaksanaan APBD.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa hampir setengah
dari responden tidak memiliki kompetensi pendidikan yang

berhubungan dengan penyusunan laporan pelaksanaan APBD, padahal
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pegawai yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi
dengan baik. Kegagalan pegawai dalam memahami dan menerapkan
logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan
pelaksanaan APBD yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan
standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk aturan penyampaian
laporan pelaksanaan APBD yang harusnya disampaikan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Dengan demikian, kompetensi yang
dimiliki pegawai juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD pada Biro
Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

b) Pembahasan Tentang Pengalaman Kerja

Tabel IV.6
Rekapitulasi Masa Kerja
No.| Pertanyaan Jawaban Total
<5th| 5-10th |11-15th]16-20 th|> 20 th| Jawaban
1 |Masa Kerja 8 23 23 5 11 70
Responden
TOTAL 8 23 23 5 L1 70
PERSENTASE 11% | 33% 33% 7% 16% | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, 11% responden memiliki masa kerja kurang dari 5
(lima) tahun, 33% memiliki masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan

10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas)
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tahun. 7% memiliki masa kerja selama 16 (enam belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) tahun dan 16% memiliki masa kerja selama
lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Tabel IV.7
Rekapitulasi Pengalaman Kerja

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban
1 |Apakah masa kerja Saudara telah 60 10 0 70
memberi Saudara pengalaman dalam
penyusunan laporan pelaksanaan APBD?
TOTAL 60 10 0 70
PERSENTASE 86% 14% 0% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.7 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, sebanyak 86% responden menjawab Ya, yang
berarti mereka setuju bahwa masa kerja telah memberikan
pengalaman dalam penyusunan laporan pelaksanaan APBD, 14%
responden menjawab ragu — ragu dan tidak ada responden yang
menyatakan bahwa masa kerja tidak memberikan pengalaman dalam
penyusunan laporan pelaksanaan APBD.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas
responden memiliki masa kerja yang memberikan pengalaman dalam
penyusunan laporan pelaksanaan APBD. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan, Peneliti memperoleh informasi bahwa
dikarenakan pegawai memiliki pengalaman yang cukup lama dibagian
keuangan, maka tugas yang diberikan oleh atasan semakin banyak dan

kompleks, sehingga menyebabkan pegawai kesulitan dalam
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menyelesaikan semua tugas tepat waktu, termasuk laporan
pelaksanaan APBD.
¢) Pembahasan Tentang Pengetahuan
Tabel V.8
Rekapitulasi Pengetahuan
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya |Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 |Apakah pada saat Saudara Saudara 31 21 18 70
kuliah pernah mendapatkan materi
kuliah mengenai APBD?
TOTAL 31 21 18 70
PERSENTASE 44% 30% 26% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.8 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, 44% responden menjawab Ya, yang berarti mereka
pernah mendapatkan materi kuliah mengenai APBD. 30% responden
menjawab ragu — ragu dan 26% menjawab bahwa mereka tidak pernah
mendapatkan materi kuliah mengenai APBD.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak
sampai 50% responden pernah mendapatkan materi kuliah mengenai
APBD. Itu artinya responden hanya memiliki sedikit pengetahuan
tentang APBD dan penyusunan laporannya. Berdasarkan hasil
wawancara, diperoleh informasi bahwa responden yang menjawab
ragu — ragu karena mereka hanya memperoleh sedikit pelajaran

mengenai APBD dimulai dari proses penyusunan hingga pelaporan
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APBD di perguruan tinggi. Maka, mereka memilih menjawab ragu —
ragu karena materi yang diperoleh pada saat kuliah tidak mencakup

seluruh aspek mengenai APBD.

Tabel [V.9
Rekapitulasi Pemahaman Peraturan yang Berhubungan dengan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  [Ragu-ragu| Tidak |Jawaban
1 |Apakah Saudara memahami Peraturan 28 41 1 70
yang berhubungan dengan

Penyusunan Pelaporan APBD
termasuk Laporan Perkembangan
Realisasi Fisik dan Keuangan?

TOTAL 28 41 1 70

PERSENTASE 40% 39% 1% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.9 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, 40% responden menjawab Ya, yang berarti mereka
memahami Peraturan yang berhubungan dengan Penyusunan
Pelaporan APBD termasuk Laporan Perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan.

59% responden menjawab ragu — ragu yang berarti responden
tersebut kurang memahami Peraturan yang berhubungan dengan
Penyusunan Pelaporan APBD termasuk Laporan Perkembangan
Realisasi Fisik dan Keuangan dan 1% responden yang tidak

memahami Peraturan yang berhubungan dengan Penyusunan
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Pelaporan APBD termasuk Laporan Perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan,
responden yang menjawab ragu — ragu karena kurangnya sosialisasi
mengenai peraturan — peraturan yang update mengenai penyusunan
laporan pelaksanaan APBD dan jika diadakan sosialisasi, hanya
beberapa pegawai yang diundang untuk menghadiri sosialisasi
tersebut, sehingga seluruh pegawai bagian keuangan tidak memahami
dengan jelas segala peraturan yang berhubungan dengan laporan
pelaksanaan APBD.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa
responden kurang memahami Peraturan yang berhubungan dengan
Penyusunan Pelaporan APBD termasuk Laporan Perkembangan

Realisasi Fisik dan Keuangan.

Tabel IV.10
Rekapitulasi Keikutsertaan Seminar APBD
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 |Apakah Saudara pernah mengikuti 60 8 2 70
seminar mengenai penyusunan laporan
APBD?
TOTAL 60 8 2 70
PERSENTASE 86% 11% 3% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
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Tabel IV.10 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, sebanyak 86% responden menjawab Ya, yang
berarti mereka pernah mengikuti seminar mengenai penyusunan
laporan APBD. 11% responden menjawab ragu — ragu dan 3%
responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti seminar
mengenai penyusunan laporan APBD.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir
keseluruhan responden pernah mengikuti seminar mengenai
penyusunan laporan APBD, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa seminar yang
dilaksanakan dirasakan kurang efektif karena waktunya terlalu singkat
padahal proses penyusunan laporan APBD membutuhkan waktu dan
proses yang cukup lama. Dengan demikian dibutuhkan seminar
mengenai penyusunan laporan APBD dengan waktu yang cukup,
sehingga pegawai dapat memahami setiap proses penyusunan laporan
APBD dengan baik.

Dari 3 (tiga) pertanyaan mengenai pengetahuan yang diajukan
kepada responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kurang memiliki
pengetahuan mengenai penyusunan pelaporan pelaksanaan APBD.
Seminar-seminar yang pernah diikuti oleh responden ternyata belum
mampu membekali pegawai bagian keuangan dengan pengetahuan

yang cukup luas mengenai penyusunan pelaporan pelaksanaan APBD,
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sehingga pengetahuan dapat menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan keterlambatan pelaporan atas pelaksanaan APBD pada
Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

Pembahasan Tentang Keterampilan

Tabel IV.11
Rekapitulasi Keterampilan

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 |Apakah Saudara pernah mengikuti 53 11 6 70
pelatihan dalam penyusunan laporan
APBD? Khususnya Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan APBD?
TOTAL 53 11 6 70
PERSENTASE 76% 16% 9% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.11 menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh) orang
responden, 76% responden menjawab Ya, yang berarti mereka pernah
mengikuti pelatihan dalam penyusunan laporan APBD, khususnya
laporan realisasi fisik dan keuangan APBD.

Sebanyak 16% responden menjawab ragu — ragu dan sebanyak
9% responden menjawab tidak yang berarti mereka pernah mengikuti
pelatihan dalam penyusunan laporan APBD, khususnya laporan

realisasi fisik dan keuangan APBD.
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Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden pernah mengikuti pelatihan dalam penyusunan laporan
APBD, khususnya laporan realisasi fisik dan keuangan APBD yang
diadakan oleh Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa
pelatihan yang diselenggarakan memiliki waktu yang relatif singkat
dan tidak menyeluruh, hanya beberapa perwakilan dari SKPD saja
yang mengikuti pelatihan, sehingga tidak mampu membekali seluruh
pegawai bagian keuangan dengan keterampilan yang cukup dalam

penyusunan laporan pelaksanaan APBD.

Tabel IV.12
Rekapitulasi Keterampilan
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 |Apakah Saudara mampu 39 14 17 70
menggunakan komputer dengan
program Ms. Excel?
TOTAL 39 14 17 70
PERSENTASE 56% 20% 24% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Sampai dengan saat ini, format pelaporan fisik dan keuangan
APBD masih menggunakan program Microsoft Excel. Pegawai bagian
keuangan secara manual menginput data ke dalam tabel laporan
progres kemajuan fisik dan keuangan yang telah ditentukan. Sehingga

pegawai keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
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Selatan diharapkan mampu mengoperasikan komputer termasuk
program Microsoft Excel.

Tabel 1V.12 menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh) orang
responden, sebanyak 56% responden menjawab Ya, yang berarti
mereka mampu menggunakan komputer dengan program Microsoft
Excel dengan maksimal.

Sebanyak 20% responden menjawab ragu — ragu, dapat
diartikan bahwa mereka hanya memiliki sedikit kemampuan
mengoperasikan komputer program Microsoft Excel dan sebanyak
24% responden menjawab tidak yang berarti mereka tidak mampu
menggunakan komputer dengan program Microsoft Excel.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya
setengah dari responden yang memiliki keterampilan mengoperasikan
komputer program Microsoft Excel. Hal ini bisa menjadi faktor
penyebab keterlambatan karena laporan progress kemajuan realisasi
fisik dan keuangan APBD yang ditentukan oleh Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

menggunakan program Microsoft Excel.
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Tabel IV.13
Rekapitulasi Keterampilan

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 |Apakah Saudara memahami cara 40 19 11 70
pengisian format Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan APBD?
TOTAL 40 19 1 70
PERSENTASE 57% 27% 16% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.13 menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh) orang
responden, sebanyak 57% responden menjawab Ya, yang berarti
mereka memahami cara pengisian format Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan APBD.

Sebanyak 27% responden menjawab ragu — ragu, dapat
diartikan bahwa mereka kurang memahami cara pengisian format
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan sebanyak 16%
responden menjawab tidak yang berarti mereka tidak memahami cara
pengisian format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya
setengah dari responden yang memiliki keterampilan dan kemampuan
mengenai tata cara pengisian format Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan APBD yang telah ditentukan oleh Biro Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil
wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden  yang

menjawab ragu — ragu, format yang diberikan Biro Administrasi dan
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Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan agak
sulit dipahami terutama bagi yang belum mahir menggunakan
Microsoft Excel, karena menggunakan rumus untuk mendapatkan
hasilnya dan kurang efektif jika menghitung dengan menggunakan
kalkulator untuk mengisi setiap baris dan kolomnya.

Dari 3 (tiga) pertanyaan mengenai keterampilan yang diajukan
peneliti kepada responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kurang
memiliki keterampilan dalam hal penyusunan pelaporan pelaksanaan
APBD. Pelatihan yang pernah diikuti oleh responden ternyata kurang
efektif dalam menambah keterampilan pegawai bagian keuangan
dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan APBD.

Keterampilan dalam menggunakan komputer program
Microsoft Excel juga berpengaruh terhadap penyampaian laporan
realisasi fisik dan keuangan, karena format yang ditentukan oleh Biro
Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan menggunakan Microsoft Excel dengan tujuan mempermudah
pegawai keuangan di SKPD dalam menghitung dan menyusun laporan
realisasi fisik dan keuangan tersebut, akan tapi menjadi kesulitan
tersendiri bagi pegawai keuangan SKPD yang tidak dapat
menggunakan program Microsoft Excel.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian

Pelaporan dan Evaluasi Biro Administrasi dan Pembangunan
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Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) haruslah memiliki kompetensi, khususnya di bagian keuangan.
Penerapan Kompetensi dalam hal penyusunan laporan dapat dilakukan
dengan mengikutsertakan PNS penyusun laporan dalam sebuah
pelatihan guna membekali mereka agar dapat menghasilkan laporan
yang handal dan tepat waktu.

Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi kualitas
laporan, sebaiknya PNS yang menangani masalah laporan memiliki
latar belakang pendidikan yang sesuai, misalnya dari jurusan ekonomi
akuntansi atau komputer, hal ini untuk meminimalisir kesalahan dan
keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan laporan, karena PNS
yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan
banyak menemui hambatan. Selain itu, pengalaman PNS pada bagian
keuangan juga sangat membantu, karena semakin lama pegawai
bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin
berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang
menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai
tersebut.

Keterampilan penyusun laporan juga sangat diperlukan yaitu
keterampilan menggunakan komputer, karena format yang disediakan
Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan menggunakan komputer dengan program Microsoft

Excel. Alasan dipilihnya program Microsoft Excel adalah untuk
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membantu PNS di SKPD dalam menghitung dan menyusun laporan
dengan menggunakan sistem komputer, sehingga tidak perlu
menghitung secara manual dengan menggunakan kalkulator dan
diharapkan dapat meminimalisir kesalahan. Kemudian laporan
tersebut disampaikan ke Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisa data diatas, sumber daya manusia
termasuk dalam faktor — faktor yang mempengaruhi keterlambatan
atas pelaporan pelaksanaan APBD. Sub indikator sumber daya
manusia  yaitu  pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan

keterampilan.

2. Pembahasan Tentang Teknologi Informasi

a) Pembahasan tentang Perlengkapan dan Teknologi Komputer

Tabel IV.14
Rekapitulasi Perlengkapan dan Teknologi Komputer

No. Pertanyaan Jawaban Total

Ya |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban

1 |Apakah SKPD Saudara menyediakan 61 7 2 70
komputer dalam jumlah yang cukup?

TOTAL 61 7 2 70

PERSENTASE 87% 10% 3% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015
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Tabel 1V.14 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)

orang responden, sebanyak 87% responden menjawab Ya, yang

berarti komputer yang mereka gunakan untuk menyusun laporan

pelaksanaan APBD tersedia dalam jumlah yang cukup.

Sebanyak 10% responden menjawab ragu — ragu dan sebanyak

3% responden menjawab tidak yang berarti komputer yang mereka

gunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan APBD tidak tersedia

dalam jumlah yang cukup

Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat jumlah komputer

bagian keuangan yang dimiliki oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan dalam jumlah yang cukup.

Tabel IV.15

Rekapitulasi Perlengkapan Komputer

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya _ |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban
1 |Apakah SKPD Saudara memiliki 45 25 0 70
komputer dengan kualitas baik dan
prima?
TOTAL 45 25 0 70
PERSENTASE 64% 36% 0% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.15 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)

orang responden, sebanyak 64% responden menjawab Ya, yang

berarti komputer yang mereka gunakan untuk menyusun laporan

pelaksanaan APBD tersedia dalam kondisi yang baik dan prima.
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Sebanyak 36% responden menjawab ragu — ragu yang artinya

komputer yang mereka gunakan untuk menyusun laporan dengan

kualitas yang cukup baik. Peneliti memperoleh informasi bahwa

mereka yang menjawab ragu — ragu dikarenakan komputer yang

mereka gunakan sering lama dalam memproses data atau lemot, tapi

masih bisa digunakan. Sebanyak 3% responden menjawab tidak yang

berarti komputer yang mereka gunakan untuk menyusun laporan

pelaksanaan APBD tidak dalam kondisi baik dan prima.

Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa hanya

sebagian komputer bagian keuangan yang dimiliki oleh SKPD di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi baik

dan prima.

Tabel IV.16
Rekapitulasi Perlengkapan dan Teknologi Komputer

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban
1 |Apakah Komputer yang Saudara 23 0 47 70
gunakan memiliki back up data?
TOTAL 23 0 47 70
PERSENTASE 33% 0% 67% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel IV.16 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)

orang responden, sebanyak 33% responden menjawab Ya, yang

berarti komputer yang mereka gunakan untuk menyusun laporan

pelaksanaan APBD memiliki back up data
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Sebanyak 0% responden menjawab ragu — ragu dan sebanyak
3% responden menjawab tidak yang berarti komputer yang mereka
gunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan APBD tidak memiliki
back up data.

Dengan demikian, hanya sedikit komputer bagian keuangan
yang dimiliki oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan yang memiliki back up data. Komputer yang sering
menggunakan flashdisk untuk memindahkan data sangat rentan
terhadap virus yang bisa membahayakan komputer, apabila SKPD
tidak memiliki back up data, maka ini akan sangat menyulitkan

Petugas penyusun laporan dalam menyusun laporan pelaksanaan

APBD.
Tabel IV.17
Rekapitulasi Perlengkapan dan Teknologi Komputer
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak [ Jawaban
1 [Apakah komputer yang Saudara 15 4 51 70
gunakan dapat diakses oleh semua
pegawai?
TOTAL 15 4 51 70
PERSENTASE 21% 6% 73% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.17 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, sebanyak 21% responden menjawab Ya, yang
berarti komputer yang mercka gunakan untuk menyusun laporan

pelaksanaan APBD dapat diakses oleh semua pegawai.
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Sebanyak 4% responden menjawab ragu — ragu dan sebanyak
51% responden menjawab tidak yang berarti komputer yang mereka
gunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan APBD tidak dapat
diakses oleh semua pegawai.

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas SKPD memiliki
data keuangan yang terjaga kerahasiaannya dari orang yang tidak
berkepentingan, akan tetapi masih saja terdapat SKPD membiarkan
pegawai yang tidak berkepentingan mengakses komputer di bagian
keuangan.

Dari 4 (empat) pertanyaan mengenai perlengkapan dan
teknologi komputer yang diajukan peneliti kepada responden, dapat
ditarik kesimpulan bahwa mayoritas komputer bagian keuangan
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera dalam jumlah
yang cukup, dengan kondisi baik dan prima dan terjaga
kerahasiaannya. Akan tetapi, komputer mereka tidak didukung oleh
back up data sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kehilangan

data akibat virus yang menyebabkan komputer mengalami kerusakan.
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b) Pembahasan Tentang Sistem Informasi

Tabel IV.18
Rekapitulasi Sistem Informasi

No. Pertanyaan Jawaban Total

Ya  |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban

1 |Apakah Saudara mengalami kesulitan 2 11 57 70
mendapatkan data yang diperlukan
dalam menyusun laporan fisik dan

keuangan APBD
TOTAL 2 11 57 70
PERSENTASE 3% 16% 81% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.18 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, sebanyak 3% responden menjawab Ya, yang berarti
mereka mengalami kesulitan mendapatkan data yang diperlukan
dalam menyusun laporan fisik dan keuangan APBD.

Sebanyak 16% responden menjawab ragu — ragu dan sebanyak
81% responden menjawab tidak yang berarti mereka tidak mengalami
kesulitan mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan
fisik dan keuangan APBD.

Data diatas menunjukkan bahwa pegawai di bagian keuangan
SKPD memiliki koordinasi yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari
mudahnya mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun
laporan fisik dan keuangan APBD. Untuk responden yang menjawab
ragu — ragu, diperoleh informasi bahwa mereka kesulitan mendapat

data ketika salah satu pengolah data melakukan pekerjaan dinas luar
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kota, sehingga mereka harus menunggu hingga pegawai tersebut

pulang untuk menyusun laporan pelaksanaan APBD.

Tabel IV.19
Rekapitulasi Sistem Informasi
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 [Apakah menurut Saudara, waktu yang 10 50 10 70
diberikan Biro Adm dan
Pembangunan cukup untuk menyusun
laporan fisik dan keuangan APBD?
TOTAL 10 50 10 70
PERSENTASE 14% 71% 14% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.19 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, sebanyak 14% responden menjawab Ya, yang
berarti mereka setuju bahwa waktu yang diberikan Biro Administrasi
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
cukup untuk menyusun laporan fisik dan keuangan APBD.

Sebanyak 71% responden menjawab ragu — ragu. Peneliti
memperoleh informasi bahwa responden menjawab ragu — ragu
dikarenakan petugas penyusun laporan fisik dan keuangan APBD juga
memiliki tugas lainnya. Apabila tugas yang mereka miliki tidak begitu
banyak, mereka mampu menyelesaikan laporan fisik dan keuangan
sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, akan tetapi jika tugas yang
mereka miliki banyak dan padatnya kegiatan yang sedang

dilaksanakan SKPD tersebut, mereka tidak mampu menyampaikan
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laporan tepat waktu. Sebanyak 14% responden menjawab tidak,
berarti waktu yang diberikan Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak cukup untuk
menyusun laporan fisik dan keuangan APBD

Data diatas menunjukkan bahwa pegawai di bagian keuangan
SKPD membutuhkan waktu atau batas toleransi yang lebih lama

dalam menyusun laporan fisik dan keuangan APBD.

Tabel 1V.20
Rekapitulasi Sistem Informasi
No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya  |Ragu-ragu| Tidak | Jawaban
1 {Menurut Saudara, apakah sistem 3 56 11 70
aplikasi yang digunakan sekarang
(Menginput data dengan
menggunakan Ms. Excel pada format
yang ditentukan) dirasa efektif dalam
penyusunan dan penyampaian laporan
fiskk dan keuangan APBD?
TOTAL 3 56 11 70
PERSENTASE 4% 80% 16% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.20 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, sebanyak 4% responden menjawab Ya, yang berarti
mereka setuju bahwa sistem aplikasi yang digunakan sekarang
(Menginput data dengan menggunakan Ms. Excel pada format yang
ditentukan) dirasa efektif dalam penyusunan dan penyampaian laporan
fisik dan keuangan APBD. Sebanyak 80% responden menjawab ragu

— ragu dan 16% responden menjawab tidak, yang berarti sistem
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aplikasi yang digunakan sekarang (Menginput data dengan
menggunakan Ms. Excel pada format yang ditentukan) dirasa tidak
efektif dalam penyusunan dan penyampaian laporan fisik dan
keuangan APBD.

Data diatas menunjukkan bahwa menurut petugas bagian
keuangan SKPD, sistem aplikasi yang digunakan sekarang
(Menginput data dengan menggunakan Ms. Excel pada format yang
ditentukan) dirasa kurang efektif dalam penyusunan dan penyampaian
laporan fisik dan keuangan APBD. Berdasarkan hasil wawancara,
peneliti memperoleh informasi bahwa mereka yang menjawab ragu —
ragu merasa keberatan menyampaikan laporan pelaksanaan APBD ke
Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan setiap bulan, karena jarak kantor yang jauh dan
waktu yang mereka gunakan untuk mengantarkan laporan harusnya

dapat mereka gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain.
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Tabel IV.21
Rekapitulasi Sistem Informasi

No. Pertanyaan Jawaban Total
Ya |Ragu-ragu| Tidak |Jawaban
1 [Menurut Saudara, apakah diperlukan 64 6 0 70
suatu sistem aplikasi khusus yang
terhubung secara online dalam
menyusun dan menyampaikan laporan
fisik dan keuangan APBD?
TOTAL 64 6 0 70
PERSENTASE 91% 9% 0% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 1V.21 diatas menunjukkan bahwa dari 70 (tujuh puluh)
orang responden, hampir seluruh responden yaitu 91% menjawab Ya,
yang berarti mereka memerlukan suatu sistem aplikasi khusus yang
terhubung secara online dalam menyusun dan menyampaikan laporan
fisik dan keuangan APBD. Sebanyak 6% responden menjawab ragu —
ragu dan 0% responden menjawab tidak, yang berarti tidak diperlukan
suatu sistem aplikasi khusus yang terhubung secara online dalam
menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan APBD.

Data diatas menunjukkan bahwa menurut petugas bagian
keuangan SKPD, diperlukan suatu sistem aplikasi khusus yang
terhubung secara online dalam menyusun dan menyampaikan laporan
fisik dan keuangan APBD, sehingga mereka tidak perlu secara

langsung datang ke Biro Administrasi dan Pembangunan Provinsi
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Sumatera Selatan untuk menyampaikan laporan realisasi fisik
keuangan.

Dari 4 (empat) pertanyaan mengenai sistem informasi yang
diajukan peneliti kepada responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa
hampir keseluruhan petugas penyusun laporan realisasi fisik dan
keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
memerlukan suatu inovasi dalam sistem informasi, yaitu suatu sistem
aplikasi khusus yang terhubung secara online sehingga memudahkan
petugas dalam menyusun dan menyampaikan laporan realisasi fisik
dan keuangan dengan benar dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisa data diatas, Teknologi Informasi
termasuk dalam faktor — faktor yang mempengaruhi keterlambatan
atas pelaporan pelaksanaan APBD. Sub indikator yaitu perlengkapan

dan teknologi komputer serta sistem informasi.



Tabel IV.22
Rekapitulasi Kuesioner Sumber Daya Manusia

No.

Pertanyaan

Jawaban

Ya

Ragu-ragu

Tidak

Total
Jawaban

Apakah kompetensi pendidikan Saudara
berhubungan dengan penyusunan laporan
pelaksanaan APBD?

20

16

34

70

Apakah masa kerja Saudara telah
memberi Saudara pengalaman dalam
penyusunan laporan pelaksanaan APBD?

60

10

70

Apakah pada saat Saudara Saudara
kuliah pernah mendapatkan materi kuliah
mengenai APBD?

31

21

18

70

Apakah Saudara memahami Peraturan
yang berhubungan dengan Penyusunan
Pelaporan APBD termasuk Laporan
Perkembangan Realisasi Fisikk dan
Keuangan?

28

A

70

Apakah Saudara pemah mengikuti
seminar mengenai penyusunan laporan|
APBD?

60

70

Apakah Saudara pernah mengikuti
pelatihan dalam penyusunan laporan
APBD? Khususnya Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan APBD?

53

11

70

Apakah Saudara mampu menggunakan
komputer dengan program Ms. Excel?

39

14

17

70

Apakah Saudara memahami cara
pengisian format Laporan Realsiasi Fisik

dan Kevangan APBD?

40

19

11

70

TOTAL

331

140

89

560

Sumber Daya Manusia =

total jawaban ragu-ragu dan tidak sebanyak (140 + 89 = 229), sehingga presentase

sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penyebab keterlambatan pelaporan

229
560

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner sumber daya manusia diperoleh

x 100%

atas pelaksanaan APBD adalah sebesar 40%.

40%




Tabel 1V.23

Rekapitulasi Kuesioner Teknologi Informasi
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No.

Pertanyaan

Jawaban

Ya

Ragu-ragu

Tidak

Total
Jawaban

Apakah SKPD Saudara menyediakan
komputer dalam jumlah yang cukup?

61

7

70

Apakah SKPD  Saudara memiliki
komputer dengan kualitas baik dan
prima?

45

25

70

Apakah Komputer yang Saudara gunakan
memiliki back up data?

23

47

70

Apakah komputer yang Saudara gunakan
dapat diakses oleh semua pegawai?

15

51

70

Apakah Saudara mengalami kesulitan
mendapatkan data yang diperlukan dalam
menyusun laporan fisikk dan keuangan
APBD

11

57

70

Apakah menurut Saudara, waktu yang
diberikan Biro Adm dan Pembangunan
cukup untuk menyusun laporan fisik dan
keuangan APBD?

10

50

10

70

Menurut Saudara, apakah sistem aplikasi
yang digunakan sekarang (Menginput
data dengan menggunakan Ms. Excel
pada format yang ditentukan) dirasa
efektif  dalam  penyusunan  dan
penyampaian laporan fiskk dan keuangan
APBD?

56

11

70

Menurut  Saudara, apakah diperlukan
suatu sistem aplikasi khusus yang
terhubung secara online dalam menyusun
dan menyampaikan laporan fiskk dan

keuangan APBD?

70

TOTAL

223

159

178

560

337

Teknologi Informasi = 360

x100% = 60%
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Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner teknologi informasi diperoleh
total jawaban ragu-ragu dan tidak sebanyak 337, sehingga presentase teknologi
informasi sebagai salah satu faktor penyebab keterlambatan pelaporan atas

pelaksanaan APBD adalah sebesar 60%.



BAB YV

SIMPULAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat
disimpulkan bahwa faktor — faktor yang menyebabkan keterlambatan atas
pelaporan pelaksanaan APBD pada Biro Administrasi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumber Daya Manusia
sebanyak 40% dengan indikator :

Pendidikan

Pengalaman Kerja

Pengetahuan

Keterampilan
dan Teknologi Informasi sebanyak 60 % dengan indikator :
- Teknologi dan Perlengkapan Komputer

- Sistem Informasi

B. Saran
1. Petugas penyusun laporan pelaksanaan APBD diharapkan memiliki
kompetensi di bagian keuangan, sehingga meminimalisir tingkat
keterlambatan dalam penyampaian laporan pelaksanaan APBD pada
Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumtera Selatan.

89
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2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga
diharapkan menjaga kerahasiaan pada komputer yang digunakan dalam
penyusunan laporan pelaksanaan APBD dari pihak yang tidak
bertanggungjawab, misalnya dengan tidak memberikan akses kepada
setiap pegawai untuk menggunakan komputer tersebut atau dengan
memberikan password sehingga keamanan lebih terjaga.

3. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan
memiliki back up data untuk menghindari resiko kehilangan data akibat
virus yang menyerang komputer, baik yang berasal dari flashdisk atau
jaringan internet.

4. Diperlukan suatu aplikasi khusus yang terhubung secara online dalam
penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan, sehingga
petugas penyusun laporan dapat menggunakan waktu secara efisien
tanpa harus datang langsung setiap bulannya ke Biro Administrasi dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. PENDIDIKAN

Ya Ragu —ragu | Tidak
No. Pertanyaan
° ’ @) (1) ©
1. | Apakah kompetensi pendidikan
Saudara berhubungan dengan
penyusunan laporan pelaksanaan
APBD?
2. PENGALAMAN
Ya Ragu — ragu | Tidak
No. Pertanyaan
i @) 0) ©
1. | Apakah masa kerja Saudara
telah memberi Saudara
pengalaman dalam penyusunan
laporan pelaksanaan APBD?
3. PENGETAHUAN
' Ya Ragu - ragu | Tidak
No. Pertanyaan
g @) o | ©

1.

Apakah pada saat Saudara
Saudara kuliah pernah
mendapatkan  materi  kuliah
mengenai APBD?

Apakah Saudara memahami
Peraturan yang berhubungan
dengan Penyusunan Pelaporan
APBD termasuk Laporan
Perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan?

Apakah Saudara pernah
mengikuti seminar mengenai
penyusunan laporan APBD?




4. KETERAMPILAN

Ya Ragu —ragu | Tidak
No. Pertanyaan @) a) )
1. | Apakah Saudara pernah
mengikuti  pelatihan  dalam
penyusunan laporan APBD?
Khususnya Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan APBD?
2. | Apakah Saudara mampu
menggunakan komputer dengan
program Ms. Excel?
3. | Apakah Saudara memahami cara
pengisian  format  Laporan
Realsiasi Fisik dan Keuangan
APBD?
B. TEKNOLOGI INFORMASI
1. Teknologi Perlengkapan Komputer
Ya Ragu —ragu | Tidak
No. Pertanyaan @ ) 0)

1.

Apakah SKPD Saudara
menyediakan komputer dalam
jumlah yang cukup?

Apakah SKPD Saudara memiliki
komputer dengan kualitas baik
dan prima?

Apakah Komputer yang Saudara
gunakan memiliki back up data?

Apakah komputer yang Saudara
gunakan dapat diakses oleh
semua pegawai?




2. Sistem Informasi

No.

Pertanyaan

Ya
@

Ragu —ragu
(1)

Tidak
©)

Apakah Saudara mengalami
kesulitan mendapatkan data
yang diperlukan dalam
menyusun laporan fisik dan
keuangan APBD

Apakah menurut Saudara, waktu
yang diberikan Biro Adm dan
Pembangunan cukup untuk
menyusun laporan fisik dan
keuangan APBD?

Menurut Saudara, apakah sistem
aplikasi yang digunakan
sekarang  (Menginput  data
dengan menggunakan Ms. Excel
pada format yang ditentukan)
dirasa efektif dalam penyusunan
dan penyampaian laporan fisik
dan keuangan APBD?

Menurut Saudara, apakah
diperlukan suatu sistem aplikasi
khusus yang terhubung secara
online dalam menyusun dan
menyampaikan laporan fisik dan
keuangan APBD?




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULEAN JANUARI 2014
No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
% |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 12/02/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasl Manusia Setda Prov. Sumsel 25/02/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 12/02/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 12/02/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
g |Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
g |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
10 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
11 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 10/02/2015
12 |Sekretariat DPRD 07/02/2014
13 |Sekretariat KORPRI 29/02/2014
14 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 10/02/2015
15 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13/02/2014
18 |Badan Lingkungan Hidup 05/02/2014
17 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 28/02/2014
18 |Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat 10/02/2015
19 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 28/02/2014
20 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 10/02/2015
21 |[Badan Kepegawaian Daerah 10/02/2015
22 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 10/02/2015
23 |Badan Perpustakaan 10/02/2015
24 |Badan Ketahanan Pangan 10/02/2015
25 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10/02/2015
26 |Badan Arsip Daerah 10/02/2015
27 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 11/02/2014
28 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 11/02/2014
29 |[Dinas Pendidikan 10/02/2015
30 |Dinas Kesehatan 18/02/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 18/02/2014
32 |Dinas PU Pengairan 10/02/2015
33 |Dinas PU Cipta Karya 10/02/2015
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/02/2015
35 |Dinas Sosial 01/02/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10/02/2015
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10/02/2015
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 28/02/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 01/02/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah - - 05/02/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 22/02/2014
42 |Dinas Perkebunan 13/02/2014
43 |Dinas Peternakan 10/02/2015
44 |Dinas Kehutanan 05/02/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 10/02/2015
46 |[Dinas Kelautan dan Perikanan 08/02/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 08/02/2014
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 11/02/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 12/02/2014
50 [Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 10/02/2015




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN FEBERUARI 2014

=z
e

Dinas / Instansi

Tanggal Penyerahan LRFK

1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
2 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 07/03/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 04/04/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/03/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 07/03/2014
11 |Sekretariat DPRD 07/03/2014
12 |Sekretariat KORPRI 13/03/2014
43 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 05/02/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21/03/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 07/03/2014
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 10/03/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10/03/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 19/03/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 10/03/2014
20 |Badan Kepegawalan Daerah 14/03/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 10/03/2014
22 |Badan Perpustakaan 10/03/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 10/03/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 07/03/2014
25 |Badan Arsip Daerah 12/03/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 06/02/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 10/03/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 08/04/2014
29 |Dinas Pendidikan 10/03/2014
30 |Dinas Kesehatan 10/03/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 10/03/2014
32 |Dinas PU Pengairan 10/03/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 10/03/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/03/2014
35 |Dinas Sosial 03/03/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10/03/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10/03/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10/02/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 04/03/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah ~10/03/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 10/03/2014
42 |Dinas Perkebunan 03/03/2014
43 |Dinas Peternakan 10/03/2014
44 |Dinas Kehutanan 10/03/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 10/03/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 07/03/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10/03/2014
48 |RS Dr. Emnaldi Bahar 06/03/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 10/03/2014
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 10/03/2014




REKAPITULAS! LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

APBD PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN MARET 2014
No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
5 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 11/04/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 07/04/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/04/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 07/04/2014
11 |Sekretariat DPRD 14/04/2014
12 |Sekretariat KORPRI 07/04/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 08/04/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21/04/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 08/04/2014
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 10/04/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10/04/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 10/04/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 10/04/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 10/04/2014
21 [Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 10/04/2014
22 |Badan Perpustakaan 04/04/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 10/04/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28/04/2014
25 |Badan Arsip Daerah 08/04/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 08/04/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 10/04/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 11/04/2014
29 |Pinas Pendidikan 07/04/2014
30 |Dinas Kesehatan 10/04/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 01/04/2014
32 |Dinas PU Pengairan 07/04/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 10/04/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/04/2014
35 |Dinas Sosial 01/04/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10/04/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 02/04/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 03/04/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 04/04/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah 10/04/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 04/04/2014
42 |Dinas Perkebunan 24/04/2014
43 |Dinas Peternakan 04/04/2014
44 |Dinas Kehutanan 08/04/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 10/04/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 14/04/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10/03/2014
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 08/04/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 07/04/2014
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 10/04/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN APRIL 2014
No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 20/05/2014
2 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 09/05/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 21/05/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 10/05/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 05/05/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 07/05/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 09/05/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 09/05/2014
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 09/05/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 09/05/2014
11 |Sekretariat DPRD 08/05/2014
12 |Sekretariat KORPRI 07/05/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 07/05/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 09/05/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 06/05/2014
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 09/05/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 08/05/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 10/05/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 09/05/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 12/05/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 09/05/2014
22 |Badan Perpustakaan 21/05/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 09/05/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 06/05/2014
25 |Badan Arsip Daerah 14/05/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 05/05/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 09/05/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 09/05/2014
29 |Dinas Pendidikan 07/05/2014
30 |Dinas Kesehatan 09/05/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 01/05/2014
32 |Dinas PU Pengairan 07/05/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 09/05/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 05/05/2014
35 |Dinas Sosial 02/05/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 09/05/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19/05/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 08/05/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 05/05/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah 08/05/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 05/05/2014
42 |Dinas Perkebunan 12/05/2014
43 |Dinas Peternakan 07/05/2014
44 |Dinas Kehutanan 08/05/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 10/05/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 13/05/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 07/05/2014
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 05/05/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 05/056/2014
50 |Komisi Penylaran Indonesia Daerah 20/05/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN MEI 2014

No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 09/06/2014
2 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 05/06/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 11/06/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 04/06/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 09/06/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 03/06/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 10/06/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 06/06/2014
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/06/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 06/06/2014
11 |Sekretariat DPRD 05/06/2014
12 |Sekretariat KORPRI 10/06/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 09/06/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16/06/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 09/06/2014
18 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 04/06/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 06/06/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 17/06/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 05/06/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 10/04/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 12/06/2014
22 |Badan Perpustakaan 11/06/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 06/06/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 02/06/2014
25 |Badan Arsip Daerah 12/06/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 06/06/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 09/06/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 10/06/2014
29 |Dinas Pendidikan 11/06/2014
30 |Dinas Kesehatan 11/06/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 01/06/2014
32 |Dinas PU Pengairan 09/06/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 10/06/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/06/2014
35 |Dinas Sosial 02/06/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10/06/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 09/06/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 09/06/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 05/06/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah 06/06/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 04/06/2014
42 |Dinas Perkebunan 04/06/2014
43 |Dinas Peternakan 11/06/2014
44 |Dinas Kehutanan 03/06/2014
45 [Dinas Pertambangan dan Energi 03/06/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 09/06/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 09/06/2014
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 09/06/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 06/06/2014
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 13/06/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
BULAN JUNI 2014

No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 07/07/2014
2 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 04/07/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 11/07/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 03/07/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 09/07/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 04/07/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 08/07/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 06/07/2014
g |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/07/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 08/07/2014
11 |Sekretariat DPRD 04/07/2014
12 |Sekretariat KORPRI 10/07/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 10/07/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14/07/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 07/07/2014
18 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 08/07/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 04/07/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 08/07/2014
419 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 05/07/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 07/07/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 08/07/2014
22 |Badan Perpustakaan 08/07/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 07/07/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 03/07/2014
25 |Badan Arsip Daerah 15/07/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 08/07/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 11/07/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 10/07/2014
29 |Dinas Pendidikan 11/07/2014
30 |Dinas Kesehatan 11/07/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 07/07/2014
32 |Dinas PU Pengairan 10/07/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 09/07/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/07/2014
35 |Dinas Sosial 01/07/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10/07/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 07/07/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 09/07/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 07/07/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah o ~ 07/07/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 04/07/2014
42 |Dinas Perkebunan 07/07/2014
43 |Dinas Peternakan 08/07/2014
44 |Dinas Kehutanan 04/07/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 03/07/2014
46 |[DPinas Kelautan dan Perikanan 08/07/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10/07/2014
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 10/07/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 03/07/2014
50 |Komisl Penyiaran Indonesia Daerah 13/07/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN AGUSTUS 2014
No. Dinas / instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 07/09/2014
2 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 08/09/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 08/09/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 09/09/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 03/09/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 01/09/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 08/09/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 15/09/2014
g |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/09/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 08/09/2014
11 |Sekretariat DPRD 08/09/2014
12 |Sekretariat KORPRI 11/09/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 04/09/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11/09/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 03/09/2014
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 09/09/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 01/09/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 09/09/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 08/09/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 08/09/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 08/09/2014
22 |Badan Perpustakaan 10/09/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 07/07/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 03/09/2014
25 |Badan Arsip Daerah 14/09/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 02/09/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 28/09/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 10/09/2014
29 |Dinas Pendidikan 10/09/2014
30 |Dinas Kesehatan 15/09/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 07/09/2014
32 |Dinas PU Pengairan 09/09/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 09/08/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 12/09/2014
35 |Dinas Sosial 01/09/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 09/09/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 09/09/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 07/09/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 09/09/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah - 04/09/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 08/09/2014
42 |Dinas Perkebunan 01/09/2014
43 |Dinas Peternakan 11/09/2014
44 |Dinas Kehutanan 09/09/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 03/09/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 10/09/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10/09/2014
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 08/09/2014
49 |[Satuan Polisi Pamong Praja 05/09/2014
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 08/09/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN SEPTEMBER 2014
No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 03/10/2014
% |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 0710712014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 03/10/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 09/10/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 03/10/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 01/10/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 10/10/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 15/10/2014
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 10/10/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 08/10/2014
11 |Sekretariat DPRD 10/10/2014
12 |Sekretariat KORPRI 09/10/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 06/10/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 08/10/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 08/10/2014
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 09/10/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 02/10/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Daerah 09/10/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 06/10/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 06/10/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 07/10/2014
22 |Badan Perpustakaan 10/10/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 06/10/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10/10/2014
25 |Badan Arsip Daerah 12/10/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 07/10/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 06/10/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 06/10/2014
29 |Dinas Pendidikan 10/10/2014
30 |Dinas Kesehatan 09/10/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 07/10/2014
32 |Dinas PU Pengairan 08/10/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 09/10/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 14/10/2014
35 |Dinas Sosial 01/10/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 09/107/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 07/10/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 07/10/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 09/10/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah 03/10/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 06/10/2014
42 |Dinas Perkebunan 01/10/2014
43 |Dinas Peternakan 03/10/2014
44 |Dinas Kehutanan 02/10/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 06/10/2014
46 |DPinas Kelautan dan Perikanan 10/10/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10/10/2014
48 |RS Dr. Emnaldi Bahar 08/10/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 06/10/2014
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 06/10/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN OKTOBER 2014

No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 12/11/2014
» |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 06/11/2014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 08/11/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 06/11/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 12/11/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 04/11/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 10/11/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 11/11/2014
g |Biro Umum dan Periengkapan Setda Prov. Sumsel 14/11/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 07/11/2014
11 |Sekretariat DPRD 10/11/2014
12 |Sekretariat KORPRI 10/11/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 12/11/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11/11/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 07/11/2014
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 14/11/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 03/11/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 06/11/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 12711/2014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 06/11/2014
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 03/11/2014
22 |Badan Perpustakaan 06/11/2014
23 |Badan Ketahanan Pangan 06/11/2014
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 06/11/2014
25 |Badan Arsip Daerah 12/11/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 13/11/2014
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 07/11/2014
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 10/11/2014
29 |Dinas Pendidikan 11/11/2014
30 |Dinas Kesehatan 12/11/2014
31 |Dinas PU Bina Marga 05/11/2014
32 |Dinas PU Pangairan 06/11/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 09/11/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/11/2014
35 |Dinas Sosial 03/11/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 09/11/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 07/11/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10/11/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 10/11/2014
40 |Dinas Pendapatan Daerah _ - _10/11/2014
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 07/11/2014
42 |Dinas Perkebunan 10/11/2014
43 |Dinas Peternakan 11/11/2014
44 |Dinas Kehutanan 03/11/2014
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 04/11/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 12/11/2014
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11/11/2014
48 |RS Dr. Emnaldi Bahar 10/11/2014
49 |Satuan Polisi Pamong Praja 07/11/2014
50 |Komisi Penyiaran indonesia Daerah 10/11/2014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN NOVEMBER 2014

No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 02/12/2014
» |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 0571212014
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 08/12/2014
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 04/12/2014
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 08/12/2014
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 02/12/2014
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 08/12/2014
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 08/12/2014
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 08/12/2014
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 09/12/2014
11 |Sekretariat DPRD 02/12/2014
12 |Sekretariat KORPRI 10/12/2014
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 05/12/2014
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 08/12/2014
15 |Badan Lingkungan Hidup 08/12/2014
16 |Badan Promosidan Perizinan Penanaman Modal Daerah 04/12/2014
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 02/12/2014
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan inovasi Daerah 06/12/2014
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 08/1272014
20 |Badan Kepegawaian Daerah 02/12/2014

21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 11/12/2014

22 |Badan Perpustakaan 04/12/2014

23 |Badan Ketahanan Pangan 08/12/2014

24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 09/12/2014
25 |Badan Arsip Daerah 17/12/2014
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 09/12/2014

27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 10/12/2014

28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 09/12/2014
29 |Dinas Pendidikan 08/12/2014

30 |Dinas Kesehatan 12/12/2014
31 [Dinas PU Bina Marga 09/12/2014
32 |Dinas PU Pengairan 08/12/2014
33 |Dinas PU Cipta Karya 10/12/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10/12/2014
35 |Dinas Sosial 01/12/2014
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10/12/2014
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 08/12/2014
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 09/12/2014
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 08/12/2014

40 |Dinas Pendapatan Daerah 08/12/2014

41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 08/12/2014
42 |Dinas Perkebunan 10/12/2014
43 |Dinas Peternakan 05/12/2014

44 |Dinas Kehutanan 08/12/2014

45 |Dinas Pertambangan dan Energi 03/12/2014
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 11/12/2014

47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 05/12/2014

48 |RS Dr. Ernaldi Bahar 09/12/2014

49 [Satuan Polisi Pamong Praja 05/12/2014
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 10/12/12014




REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN DESEMBER 2014
No. Dinas / Instansi Tanggal Penyerahan LRFK
1 |Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
2 |Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
3 |Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
4 |Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
5 |Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
6 |Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel 02/01/2015
7 |Biro Penghubung Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
8 |Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
9 |Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
10 |Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
11 |Sekretariat DPRD 07/01/2015
12 |Sekretariat KORPRI 13/01/2015
13 |Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 16/01/2015
14 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 05/01/2015
15 |Badan Lingkungan Hidup 08/01/2015
16 |Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah 07/01/2015
17 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 06/01/2015
18 |Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 06/01/2015
19 |Badan Pendidikan dan Pelatihan 09/01/2015
20 |Badan Kepegawaian Daerah 07/01/2015
21 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 08/01/2015
22 |Badan Perpustakaan 12/01/2015
23 |Badan Ketahanan Pangan 08/01/2015
24 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 05/01/2015
25 |Badan Arsip Daerah 09/01/2015
26 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 09/01/2015
27 |Badan Koord. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 09/01/2015
28 |Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Sumsel 12/01/2015
29 |Dinas Pendidikan 08/01/2014
30 |Dinas Kesehatan 12/01/2015
31 |Dinas PU Bina Marga 09/01/2015
32 |Dinas PU Pengairan 08/01/2015
33 |Dinas PU Cipta Karya 10/01/2014
34 |Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 09/01/2015
35 |Dinas Sosial 02/01/2015
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 09/01/2015
37 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 09/01/2015
38 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13/01/2015
39 |Dinas Pemuda dan Olahraga 08/01/2015
40 |Dinas Pendapatan Daerah 09/01/2015
41 |Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 09/01/2015
42 |Dinas Perkebunan 06/01/2015
43 |Dinas Peternakan 13/01/2015
44 |Dinas Kehutanan 07/01/2015
45 |Dinas Pertambangan dan Energi 06/01/2015
46 |Dinas Kelautan dan Perikanan 09/01/2015
47 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14/01/2015
48 |RS Dr. Emaldi Bahar 08/01/2015
49 [Satuan Polisi Pamong Praja 06/01/2015
50 |Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 09/01/2015




